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Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan atau yang lebih popular dikenal dengan
sebutan e-government, telah memungkinkan pemerintah untuk memberikan akses informasi dan layanan publik
dengan lebih efektif dan efisien. Untuk dapat merencanakan dan melaksanakan e-government yang sistematis
melalui tahapan dan sasaran yang terukur, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 sebagai
salah satu kebijakan strategis pengembangan e-government di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat
perkembangan terkini e-government dengan melakukan penilaian pada website resmi pemerintah daerah di 19
kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat. Website resmi pemerintah daerah digunakan sebagai media
informasi untuk publik dan diasumsikan sebagai representasi perkembangan e-government pemerintahan daerah.
Hasil dari penilaian tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat tingkatan e-government berdasarkan Instruksi
Presiden No 3 Tahun 2003, yaitu Persiapan, Pematangan, Pemantapan, dan Pemanfaatan. Setelah melakukan
penilaian, didapatkan hasil bahwa 18 website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah masuk ke dalam
Tingkat Pemantapan, dan satu website kota/kabupaten masuk ke dalam Tingkat Pemanfaatan. Namun, yang
menjadi perhatian adalah, perlunya peningkatan layanan yang lebih baik untuk semua website dengan
menambahkan layanan publik elektronik. Karena, pada saat ini, walaupun seluruh kota/kabupaten berada di
Tingkat 3, namun layanan publik yang diberikan hanya layanan pengaduan saja. Dari hasil penilaian ini juga
diketahui bahwa masih terdapat layanan website yang tidak dapat diakses karena berbagai faktor, seperti tidak
adanya ketersediaan informasi yang dituju, website yang masih dalam pengembangan, terjadi error pada server,
dan lain sebagainya.

Kata kunci: e-government, Sumatera Barat, penilaian, website

Abstract

Utilization of information and communication technology in government or more popularly known as e-
Government, has enabled the government to provide access to information and public services more effectively
and efficiently. To be able to plan and implement systematic e-government through measurable stages and targets,
Presidential Instruction No. 3 of 2003 was issued as one of the strategic policies of e-government development in
Indonesia. This research was conducted to see the latest developments in e-government by conducting an
assessment on the official website of local governments in 19 cities/districts in the province of West Sumatra. The
official website of the local government is used as a medium of information for the public and is assumed to
represent the development of e-government of local government. The results of the assessment were then mapped
into four stages of e-government based on Presidential Instruction No. 3 of 2003, namely Preparation, Maturation,
Consolidation, and Utilization. After conducting the assessment, it was found that 18 city/district websites in the
province of West Sumatra have entered the Stabilization Level, and one city/district website has entered the
Utilization Level. However, the concern is, the need to improve better services for all websites by adding electronic
public services. Because, at this time, even though all cities/districts are at Level 3, the only public services
provided are complaint services. From the results of this assessment, it is also known that there were still website
services that cannot be accessed due to various factors, such as the lack of availability of the intended information,
websites that were still under development, errors that occured on the server, and so on.

Keywords: : e-government, West Sumatra, assessment, website

1. PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah
memungkinkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan
efisien. Selain itu, kebermanfaatan TIK di pemerintahan juga memberikan pelayanan publik
yang lebih transparan dan meningkatkan nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat melakukan pengelolaan data
yang lebih akurat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu,
literasi masyarakat terhadap TIK yang juga meningkat yang kemudian menjadi pemicu bagi
pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan yang lebih  baik  dengan
mengimplementasikan layanan berbasis teknologi.
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E-government adalah penggunaan teknologi komunikasi informasi oleh pemerintah
untuk menawarkan kepada warga negara dan bisnis kesempatan untuk berinteraksi dan
melakukan bisnis dengan pemerintah dengan menggunakan media elektronik yang berbeda
[1][2]. Pemanfaatan TIK di pemerintahan lebih popular dikenal dengan sebutan e-government
ini juga didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis web yang menyediakan layanan dan
kanal interaksi [3][4]. Dengan adanya e-government, akan memungkinkan masyarakat untuk
mengakses informasi dan layanan publik tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga diharapkan
akan terlaksana layanan yang lebih efektif dan efisien [5].

Dengan perkembangan teknologi, pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan
berbagai prinsip dan teknologi untuk mengembangkan situs website yang digunakan untuk
menyalurkan informasi dan penyampaian layanan publik yang lebih efektif dan efisien [6][7].
Selain itu, website juga merupakan wadah yang penting bagi warga untuk ikut berpartisipasi
dalam urusan publik dan juga pengambilan keputusan [6]. Website juga dapat meningkatkan
kemampuan manajemen pemerintah dan memberikan layanan yang lebih baik kepada publik
[7]. Banyak manfaat yang didapatkan dalam penggunaan website sebagai pemberian layanan
oleh pemerintah. Website memberikan akses layanan yang lebih cepat dan nyaman dengan
lebih sedikit kesalahan [5]. Pemerintah juga dapat mewujudkan peningkatan efisiensi dan
pengurangan biaya yang berpotensi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
penggunanya[5][3].

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Indonesia memiliki
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 sebagai wujud keseriusan pemerintahan dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu kebijakan strategi
yang dijelaskan pada instruksi presiden tersebut adalah perlunya perencanaan dan pelaksanaan
yang sistematis melalui tingkatan dan sasaran yang terukur dalam pengembangan e-government
di Indonesia. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut [10]:

1. Tingkat 1: Persiapan

Tingkat awal dari pengembangan e-government ini dtandai dengan adanya situs

informasi di setiap lembaga. Pada tingkat ini, juga dilakukan persiapan sumber daya

manusia dan sarana akses informasi. Selanjutnya, pada tingkat ini juga dilakukan
sosialisasi situs informasi tersebut kepada masyarakat dan juga kalangan internal.
2. Tingkat 2: Pematangan

Tingkat ini dilakukan dengan menjadikan situs informasi menjadi situs yang interaktif

bagi pengguna serta dengan adanya antar muka yang terhubung ke berbagai lembaga

lain, baik pusat maupun daerah.
3. Tingkat 3: Pemantapan

Tingkat ini merupakan tingkatan dimana situs informasi ditingkatkan menjadi sebuah

layanan transaksi pelayanan publik. Fasilitas yang dibuat antara lain dengan melakukan

komunikasi dengan aplikasi maupun data dengan lembaga lain (interoperabilitas).
4. Tingkat 4: Pemanfaatan

Tingkat ini adalah dimana dilakukan pembuatan aplikasi layanan hubungan sesama

pemerintah (G2G), pemerintah dengan badan usaha bisnis (G2B), dan pemerintah

dengan masyarakat (G2C) yang terintegrasi.

Ke-empat tingkat di atas juga selaras dengan tingkat pengembangan e-government
Gartner yang terlihat pada Gambar 1. Model e-government Gartner terdiri dari empat tingkat
[11]. Tingkat pertama, yaitu Presence, yaitu di mana pemerintah telah menyediakan sebuah
website untuk menyampaikan informasi, seperti visi, misi, tujuan pemerintahan, informasi
waktu untuk pelayanan, dan berbagai dokumen yang diperlukan oleh masyarakat untuk
mengurus berbagai keperluan. Kemudian tingkat kedua, Interaction, yaitu website pemerintah
yang telah menyediakan media komunikasi bagi masyarakat, seperti untuk keperluan
pengaduan, email pemerintah dan pejabat, dan juga tautan ke berbagai institusi atau lembaga
lain. Tingkat ketiga, Transaction, yaitu dimana website telah memberikan sistem bagi
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masyarakat untuk melakukan transaksi secara daring dan mandiri, seperti pembayaran pajak,
mengurus dokumen kependudukan, dan juga termasuk perizinan. Tingkat terakhir,
Transformation, yaitu di mana pemerintah menyediakan layanan satu pintu untuk masyarakat.
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Gambar 1. Model Tingkat E-government Gartner [11]

Perbandingan dari berbagai model pengembangan e-government ditampilkan pada
Gambar 2 [12]. Dari gambar tersebut, dikonsepkan tujuh tingkat pengembangan e-government,
yaitu 1) Penyajian informasi, 2) Interaksi, 3) Transaksi, 4) Integrasi, 5) Transformasi, 6) e-
Governance, dan 7) E-governance yang didorong oleh kebijakan. Tingkat 1 hingga tingkat 4
pada penelitian tersebut selaras dengan model pengembangan Gartner dan juga yang ada di
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Pada tingkat 5 atau Transformasi, layanan operasional
ditawarkan dan ditingkatkan untuk efisiensi dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi.
Sedangkan pada tingkat 6 atau E-governance, adalah dimana warga dapat memilih secara
online dan mengekspresikan pandangan politik melalui forum. Dan tingkat 7 adalah berkaitan
dengan pembuatan kebijakan publik. Dari berbagai definisi tersebut, maka didapatkan definisi
yang sama dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 pada tingkat 1 hingga tingkat 4, yaitu
1) penyajian informasi, 2) interaksi, 3) transaksi dan 4) integrasi.
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lannacci Integration Transformation

Intention Planning

Gambar 2. Perbandingan Model Pengembangan E-Government [12]

Development

Meskipun Indonesia memiliki empat tingkatan perkembangan e-government melalui
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, namun penelitian untuk pemetaan perkembangan e-
government dengan empat tingkatan ini belumlah dilakukan secara berkala. Dengan berbagai
manfaat yang didapatkan dengan adanya website e-government, maka pendekatan untuk
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menilai dan mengevaluasi website tersebut juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas
website suatu pemerintah [8]. Website juga dapat digunakan sebagai media untuk mengevaluasi
e-government suatu pemerintahan, serta memahami dan menyimpulkan status terkini e-
government [9]. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan e-
government terkini pada website resmi pemerintah daerah berdasarkan empat tingkatan yang
telah dipaparkan pada Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 dengan objek penelitiannya adalah
kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat
digunakan sebagai salah satu pedoman untuk meningkatkan implementasi e-government di
pemerintahan daerah, khususnya di provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat meningkatkan
pelayanan publik yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menilai 19 website resmi pemerintahan kota/kabupaten
yang berada di provinsi Sumatera Barat yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

No. | Kode Kabupaten/Kota

1. K1 Kabupaten Agam

2 K2 Kabupaten Dharmasraya

3 K3 Kabupaten Kepulauan Mentawai
4 K4 Kabupaten Lima Puluh Kota
5 K5 Kabupaten Padang Pariaman
6 K6 Kabupaten Pasaman

7 K7 Kabupaten Pasaman Barat

8 K8 Kabupaten Pesisir Selatan

9 K9 Kabupaten Sijunjung

10 | K10 Kabupaten Solok

11 | K11 Kabupaten Solok Selatan

12 | K12 Kabupaten Tanah Datar

13 | K13 Kota Bukittinggi

14 | K14 Kota Padang

15 | K15 Kota Padang Panjang

16 | K16 Kota Pariaman

17 | K17 Kota Payakumbuh

18 | K18 Kota Sawahlunto

19 | K19 Kota Solok

2.2. Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei hingga Juli 2021.

2.3. Tahapan Penelitian

" r- \ r

Perumusan
kerangka . Penarikan
R Penilaian .
indikator kesimpulan

penilaian

Gambar 3. Tahapan Penelitian

1. Perumusan kerangka indikator penilaian
Langkah pertama yaitu dengan melakukan penyusunan Kriteria penilaian untuk masing-
masing tingkatan pengembangan e-government berdasarkan Instruksi Presiden No.3
Tahun 2003 [10]. Indikator Tingkat 1 atau Persiapan adalah jika pemerintahan
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kota/kabupaten memiliki sebuah website. Tingkat 2 atau Pematangan adalah jika
tersedia tautan ke lembaga lain serta memiliki setidaknya satu media untuk
berkomunikasi dengan pengguna website. Tingkat 3 atau Pemantapan adalah jika
memiliki layanan publik elektronik. Tingkat 4 atau Pemanfaatan adalah jika website
memiliki layanan yang terintegrasi atau layanan satu pintu. Cakupan penelitian hanya
dilakukan untuk menilai indikator yang dapat ditemukan pada website saja, dan tidak
termasuk untuk menilai indikator yang bersifat internal.

Penilaian

Setelah seluruh data objek telah didapatkan dan indikator penilaian juga telah
ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penilaian pada website
berdasarkan indikator yang telah disusun.

Klasifikasi

Selanjutnya adalah mengklasifikasikan hasil penilaian yang telah dilakukan ke dalam
empat tingkat berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003.

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1.

Perumusan Kerangka Indikator
Adapun indikator pada penilaian ini adalah mengacu kepada Instruksi Presiden No.3

Tahun 2003 [10] serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [9][11][12], yaitu:

1.

2.

3.2.
3.2.1.

Tingkat 1: Persiapan, yaitu dimana pemerintah menyediakan sebuah website untuk
menyampaikan informasi.

Tingkat 2: Pematangan, yaitu jika website telah menyediakan tautan ke situs atau
aplikasi ke lembaga lain yang terkait. Selain itu, tingkat ini juga ditandai dengan
sedikitnya satu media interaksi publik yang ada di website kota/kabupaten. Media ini
dapat berupa email, nomor telepon/SMS/WhatsApp, dan lain sebagainya.

Tingkat 3: Pemantapan, yaitu dimana website telah memiliki sedikitnya satu aplikasi
layanan untuk masyarakat dapat melakukan transaksi secara online. Layanan publik
secara elektronik ini dapat berupa layanan kependudukan, perpajakan dan retribusi,
pendaftaran dan perizinan, bisnis dan investasi, dan pengaduan masyarakat

Tingkat 4: Pemanfaatan, yaitu dimana website telah mengintegrasikan berbagai
layanan, seperti G2G (Government to Government), G2B (Government to Business),
G2C (Government to Citizen). Contohnya adalah dengan adanya sistem satu pintu dan
atau Government Resource Management System (GRMS) serta dengan adanya layanan
satu pintu di mana pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan publik
pada satu halaman website

Penilaian
Tingkat 1: Persiapan
Tingkat pertama ini ditandai dengan adanya alamat website dari pemerintah daerah [9]

yang dapat dilihat pada Tabel 2 yang memperlihatkan alamat website dari setiap
kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2. Alamat Website Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
No. | Kode | Alamat Website
1. K1 https://www.agamkab.go.id/

K2 http://dharmasrayakab.go.id/

K3 http://www.mentawaikab.go.id/

K4 https://www.limapuluhkotakab.go.id/

K5 https://padangpariamankab.go.id/

K6 https://www.pasamankab.go.id/

o|u|~|w|N
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No. | Kode | Alamat Website

7 K7 https://pasamanbaratkab.go.id/portal/
8 K8 https://www.pesisirselatankab.go.id/
9 K9 https://www.sijunjung.go.id/

10 | K10 https://www.solokkah.go.id/

11 | K11 http://www.solselkab.go.id/

12 | K12 https://tanahdatar.go.id/

13 | K13 http://www.bukittinggikota.go.id/

14 | K14 https://www.padang.go.id/index.php?/
15 | K15 https://www.padangpanjang.go.id/
16 | K16 https://www.pariamankota.go.id/

17 | K17 https://payakumbuhkota.go.id/

18 | K18 http://www.sawahluntokota.go.id/

19 | K19 https://solokkota.go.id/

Pada tingkat pertama ini, juga dilakukan penilaian apakah alamat website tersebut dapat
diakses atau tidak. Dari hasil penilaian, diketahui bahwa semua alamat website yang disediakan
olen masing-masing kota/kabupaten dapat diakses dengan baik (Tabel 3). Namun, masih
terdapat kota/kabupaten yang ketika websitenya dibuka dikemudian hari, menunjukkan
kesalahan seperti adanya pesan server timed out.

Tabel 3. Penilaian Tingkat 1: Persiapan

Status Jumlah Website Persentase
Dapat diakses 19 100 %
Tidak dapat diakses 0 0%
Tidak memiliki website 0 0%
Total 19 100%

3.2.2. Tingkat 2: Pematangan

Tingkat kedua ini ditandai dengan adanya tautan ke situs atau aplikasi dari lembaga
lainnya [9]. Selain itu, pada tingkat kedua ini, website setidaknya memiliki satu media yang
dapat digunakan oleh pengguna website untuk berinteraksi, seperti dengan hadirnya email,
nomor telepon, formular masukan, polling, forum diskusi dan fitur chat [9].

Dari penilaian yang ditampilkan pada Tabel 4, didapatkan hasil bahwa seluruh
kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah menyediakan tautan ke situs atau aplikasi
lembaga lainnya, seperti situs lembaga pemerintah pusat, kecamatan dan juga lembaga daerah
lainnya. Sedangkan untuk media yang disediakan pada website, sekitar 85% website
kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah menyediakan alamat email untuk berinteraksi
dengan pengguna website. Begitu juga dengan nomor telepon, yang telah dicantumkan oleh
80% website kota/kabupaten. Untuk media form masukan, sekitar 68% website telah
menyediakannya. Namun, untuk polling, baru ada 31% website yang menyediakannya.
Sedangkan untuk forum diskusi, baru ada satu kota/kabupaten yang menyediakan media
tersebut di websitenya, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Begitu juga dengan fitur chat, yang
hanya baru dimiliki oleh tiga kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Padang
Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil pada tingkat kedua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh
kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah berada pada tingkat kedua atau Pematangan
dalam pengembangan e-government.
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Tabel 4. Penilaian Tingkat 2: Pematangan

No. Kode Link ke Media yang disediakan pada website
Kabupaten/ | situs-situs | Email | No.telp/ Form Polling | Forum | Fitur
Kota lembaga/ SMS/ masukan diskusi | chat
aplikasi WA
lain
(Ada atau Tidak Ada)

1 | K1 N N - -

2 | K2 «/ «/ «/ «/ - -
3 | K3 \ \ \ \ \ - \
4 | K4 \ \ \ \ \ \ -
5 | K5 v v v v \ - \
6 | K6 v v v v -

7 | K7 v \ \ v \

8 | K8 v - - - - \
9 | K9 v - v v -

10 | K10 v v v x/ \/

11 | K11 v v v x/ -

12 | K12 v v \ -

13 | K13 v v v v -

14 | K14 V V v - \

15 | K15 v v - v -

16 | K16 v v v v

17 | K17 v v v -

18 | K18 v \ \ -

19 | K19 \ - - \

3.2.3. Tingkat 3: Pemantapan

Pada penilaian tingkat 3 ini dilakukan penilaian terhadap layanan publik elektronik yang
ada pada masing-masing website kota/kabupaten [9]. Layanan publik elektronik tersebut antara
lain kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perizinan, bisnis dan investasi,
dan pengaduan masyarakat [9] yang hasilnya ditunjukkan oleh Tabel 5. Dari ke-lima layanan
publik elektronik tersebut, layanan pengaduan masyarakat merupakan layanan yang telah
dimiliki oleh semua website kota/kabupaten. Layanan pengaduan masyarakat ini merupakan
sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya dari layanan ini
adalah memungkinkan masyarakat untuk mengakses satu saluran untuk pengaduan secara
nasional.

Kemudian, setelah layanan pengaduan, pada urutan selanjutnya, terdapat 12
kota/kabupaten atau sekitar 63% yang telah memiliki layanan pendaftaran dan perizinan. Dan
hanya ada sedikit kota/kabupaten yang telah menyediakan layanan bisnis dan investasi,
kependudukan, serta perpajakan dan retribusi. Sehingga, dapat disimpulkan seluruh
kota/kabupaten di Sumatera Barat telah berada pada tingkat 3 atau Pemantapan untuk
pengembangan e-government, karena telah memiliki setidaknya satu layanan elektronik.

Permasalahan pada tingkat ini terjadi di mana website telah menyediakan fitur tautan ke
layanan publik, namun halaman yang dituju mengalami permasalahan, seperti tautan yang tidak
dapat dibuka, server error, serta halaman yang masih dalam fase pengembangan.
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Tabel 5. Penilaian Tingkat 3: Pemantapan

Kode
Kabupaten/
Kota

Z
o

Layanan Publik Elektronik

Kependudukan

Perpajakan dan
Retribusi

Pendaftaran
dan
Perizinan

Bisnis dan
Investasi

Pengaduan
Masyarakat

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19

© 00 N O OB~ W NP

e el el ol ol el =
© 0O N UM WNBRLRO

2 2 <2

2L 2L 2 2 =2 2 1

2_ 1

2L <2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.2.4.

Tingkat 4: Pemanfaatan
Pada tingkat ke-empat ini, dicirikan dengan adanya layanan terintegrasi G2G
(Government to Government), G2B (Government to Business), G2C (Government to Citizen),
contohnya dengan adanya sistem terintegrasi
Management System (GRMS) serta dengan adanya layanan satu pintu di mana pengguna dapat
dengan mudah mengakses berbagai layanan publik pada satu halaman website [9]. Dari hasil
penilaian pada Tabel 6, ditemukan satu website yang telah menyediakan halaman Mal Layanan
Publik, yaitu berupa tautan ke halaman yang berisikan informasi dari masing-masing layanan
instansi. Namun, pada halaman tersebut, masih terdapat beberapa informasi yang belum diisi,
sehingga halaman memberikan informasi kosong. Selain itu, juga terdapat satu website
kota/kabupaten yang telah menyediakan menu untuk layanan publik satu pintu, namun halaman

yang dituju tidak tersedia.

Tabel 6. Penilaian Tingkat 4. Pemanfaatan

G2G dan G2B, yaitu Government Resource

Kode

No. Kota

Kabupaten/

Layanan Terintegrasi G2G, G2B, G2C

Government

Resource Management System (GRMS)

Layanan Satu Pintu
untuk
G2C

KK1
KK2
KK3
KK4
KK5
KK6
KK7

~N o O W N
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Kode Layanan Terintegrasi G2G, G2B, G2C
No Kat:ggtzte“/ Government Layanan Satu Pintu

' Resource Management System (GRMS) untuk
G2C
8 |KK8 - -
9 |KK9 - -
10 |KK10 - -
11 |KK11 - -
12 |KK12 - -
13 |KK13 - \
14 |KK14 - -
15 |KK15 - -
16 |KK16 - -
17 |KK17 - -
18 |KK18 - -
19 KK19 - -

3.3. Kilasifikasi

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan
memetakan posisi setiap kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat ke dalam tingkatan
pengembangan e-government berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003. Tabel 7
memperlihatkan bahwa 18 website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat tergolong ke
dalam Tingkat 3, yaitu Pemantapan, dimana telah terdapat setidaknya satu layanan publik
elektronik. Pada tingkat 4 atau Pemanfaatan, terdapat satu kota/kabupaten yang telah
menyediakan menu untuk pelayanan satu pintu.

Tabel 7. Hasil Klasifikasi
No. | Tingkat Kota/Kabupaten
1 Tingkat 1: Persiapan -
2 Tingkat 2: Pematangan

Kabupaten Agam

Kabupaten Dharmasraya
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Solok

Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Tanah Datar
Kota Padang

Kota Padang Panjang

Kota Pariaman

Kota Payakumbuh

Kota Sawahlunto

Kota Solok

4 Tingkat 4: Pemanfaatan Kota Bukittinggi

3 Tingkat 3: Pemantapan

4. KESIMPULAN

Dari hasil penilaian website yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
seluruh kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah melewati Tingkat 1 atau Persiapan
dengan memiliki website resmi pemerintahan yang dapat diakses dengan baik. Namun, masih
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terdapat website yang ketika diakses dikemudian hari, menampilkan halaman error. Kemudian
pada Tingkat 2 atau Pematangan, seluruh website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat
telah menyediakan tautan ke situs atau aplikasi lembaga lain serta telah memiliki setidaknya
satu media yang dapat digunakan oleh pengguna website untuk berinteraksi dengan pemerintah
daerah tersebut. Pada tingkat ini, majoritas website kota/kabupaten telah memiliki alamat email,
nomor telepon/SMS/WA, serta form masukan yang digunakan untuk berinteraksi dengan
pengguna website. Pada Tingkat 3 atau Pemantapan, diketahui bahwa semua website
kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah memiliki tautan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengakses saluran untuk pengaduan secara nasional dan lebih dari 50%
website kota/kabupaten juga telah menyediakan layanan untuk pendaftaran dan perizinan.
Namun, dari seluruh website kota/kabupaten, masih sedikit yang menyediakan layanan bisnis
dan investasi, kependudukan, serta perpajakan dan retribusi. Pada tingkat ini, juga ditemui
berbagai permasalahan, seperti tautan yang tidak dapat dibuka, server error, serta halaman yang
masih dalam fase pengembangan. Tingkat 4 atau Pemanfaatan pada website kota/kabupaten di
provinsi Sumatera Barat hanya disediakan oleh 1 kota/kabupaten yang menyediakan tautan ke
halaman Mal Layanan Publik yang bersisikan informasi dari berbagai instansi. Namun, pada
tautan tersebut, masih terdapat halaman kosong yang belum terisi dengan informasi. Selain itu,
juga terdapat satu website kota/kabupaten yang telah menyediakan menu untuk layanan publik
satu pintu, namun halaman yang dituju tidak tersedia.

Jika dibandingkan dengan penilaian yang telah dilakukan pada tahun 2018 [9], dimana
posisi kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat adalah 3 website di Tingkat 1, 10 website di
tingkat 2, dan 7 website berada di Tingkat 3, sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan
yang cukup baik pada tahun 2021 ini. Peningkatan ini adalah dimana pada saat ini tidak ada
lagi website yang berada pada tingkat 1 dan 2 dan hampir keseluruhan kota/kabupaten di
Sumatera Barat telah berada di tingkat 3 atau Pemantapan pada pengembangan e-government.
Namun, yang menjadi perhatian disini adalah, perlunya peningkatan layanan yang lebih baik
untuk semua website. Sebagai contoh, pada Tingkat 3, hendaknya pemerintah kota/kabupaten
dapat meningkatkan fungsi websitenya dengan membuat layanan publik elektronik di bidang
kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perizinan, serta bisnis dan investasi.
Karena, pada saat ini, walaupun seluruh kota/kabupaten berada di Tingkat 3, namun layanan
publik yang diberikan hanya layanan pengaduan saja. Kemudian, pemerintah kota/kabupaten
juga hendaknya dapat memperbaiki halaman website yang tidak dapat diakses karena berbagai
faktor, seperti tidak adanya ketersediaan informasi yang dituju, website yang masih dalam
pengembangan, terjadi error pada server, dan lain sebagainya.
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